MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRAJAK, DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770

www.bldk.mahkamahagung.go.id, teknis.tatausaha@gmail.com
Nomor : 830 /BSDK/DL1.6/V1/2026 12 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Tiga berkas
Hal . Pemanggilan Peserta Tambahan Pelatihan Teknis Yudisial

Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara
Seluruh Indonesia

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia

di tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum
dan Peradilan Mahkamah Agung Rl cq. Pusdiklat Teknis Peradilan akan
menyelenggarakan Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti
Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada tanggal 15 s.d. 26 Juni 2026
dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Kegiatan pelatihan dilaksanakan
dengan metode blended learning yang dibagi menjadi 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

- Tahap | (Mandiri E-learning) : 15 s.d. 19 Juni 2026
- Tahap Il (Penyampaian materi secara klasikal) : 22 s.d. 26 Juni 2026

Berkaitan dengan hal tersebut dimohon kiranya Bapak/lbu berkenan untuk
menugaskan para peserta yang namanya tercantum dalam Lampiran | untuk mengikuti
pelatihan dimaksud. Untuk kepentingan pembelajaran dan administrasi agar peserta
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan registrasi melalui link https://laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id
baik bagi peserta yang bersedia maupun yang tidak bersedia mengikuti
pelatihan. Pada saat melakukan registrasi online peserta yang bersedia
mengikuti pelatihan wajib mengunggah Surat Tugas dan Pas Foto (latar
belakang merah). Apabila hingga tanggal 15 Juni 2026 tidak melakukan
registrasi online, maka yang bersangkutan dianggap tidak bersedia
mengikuti Pelatihan. Panduan registrasi online dapat diakses melalui link
https://bit.ly/panduanerapid

2. Penunjukan dan penggantian peserta untuk mengikuti pelatihan berdasarkan
analisis kebutuhan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung RI.
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Bagi peserta yang bersedia mengikuti pelatihan wajib bergabung ke dalam grup

whatsapp peserta dengan menggunakan smartphone masing-masing peserta
melalui link http://s.id/wa-pptun26

Pada saat kegiatan pelatihan tahap |, seluruh peserta wajib mengakses e-
Learning Mahkamah Agung melalui link elearning.mahkamahagung.go.id.

Seluruh peserta diwajibkan untuk mempunyai akun SSO (Single Sign On)/
SIMARI Mahkamah Agung yang akan digunakan untuk /ogin website e-Learning
Mahkamah Agung. Akun SSO/SIMARI dapat diakses melalui link berikut
simari.mahkamahagung.go.id

Peserta yang tidak mengikuti pelatihan tahap | tidak diperkenankan
melanjutkan/mengikuti pelatihan tahap |l dan akan dilaporkan ke Badan
Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI.

Waktu dan tempat kegiatan tahap II:

- Check-in : Minggu, 21 Juni 2026  Pukul 14.00 — 19.00 WIB
- Pembukaan . Senin, 22 Juni 2026 Pukul 08.30 — 09.15 WIB
- Penutupan : Jumat, 26 Juni 2026 Pukul 16.15 - 17.00 WIB
- Check-out :  Sabtu, 27 Juni 2026 Pukul 08.00 — 12.00 WIB
- Tempat . Pusdiklat Mahkamah Agung Rl

(Mahkamah Agung Corporate University)
Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaiju,
Megamendung, Bogor — Jawa Barat

Pakaian peserta selama pelatihan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Pria: celana panjang warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, dan
berdasi warna gelap.

- Wanita: rok warna hitam, kemeja lengan panjang warna putih, bagi yang
berhijab memakai rok panjang warna hitam dan kerudung warna putih.

- Untuk pembukaan dan penutupan mengenakan pakaian PSL (Pakaian Sipil
Lengkap).

- Khusus kegiatan atau sesi pembelajaran malam menggunakan pakaian batik
lengan panjang.

- Untuk makan malam memakai pakaian bebas rapi

Peserta kegiatan diwajibkan membawa kelengkapan dan menyerahkan berkas

sebagai berikut:

- Surat tugas yang menyatakan dibebastugaskan dari tugas kantor selama
mengikuti kegiatan.

- Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit atau Puskesmas dengan tanggal 2
hari menjelang pembelajaran Tahap Il (klasikal) di Pusdiklat Megamendung.




-3-
Laptop (Sistem Operasi minimal Windows 7, prosesor intel core i3, dan
memori RAM 4 GB) untuk digunakan saat mengisi kuis.

Buku yang berkaitan dengan materi pelatihan.

Kartu Askes/BPJS/asuransi kesehatan lainnya.

Obat-obatan yang biasa dikonsumsi.

Tumbler/botol minum.

Jaket/sweater/pakaian hangat, payung.

10. Penggantian uang transportasi kegiatan diberikan kepada peserta dengan
rincian sebagai berikut:

a.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Biaya transportasi yang akan diganti oleh Panitia Penyelenggara pergi-
pulang dari satker asal/kantor ke bandara/terminal/stasiun/ pelabuhan
daerah asal dengan tidak melebihi ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri
keuangan RI Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2026.

Apabila peserta menyerahkan bukti dokumen perjalanan dinas melebihi dari
standar biaya masukan Tahun Anggaran 2026 maka Panitia penyelenggara
akan mengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

At cost biaya perjalanan dinas terlampir di Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2026 di halaman 62 s.d 68.

Peserta wajib menyerahkan bukti perjalanan/pembayaran yang sah, seperti:
tiket pesawat ekonomi (pergi-pulang) yang mencantumkan harga, boarding
pass, karcis bis/kereta api (maksimal kelas eksekutif), kwitansi taksi, taksi
online (Grab, Gojek, Uber, Maxim dll), yang semuanya dalam bentuk print
out (dicetak) sebagai dasar penggantian biaya perjalanan. Bagi peserta yang
melampirkan bukti perjalanan berupa Struk BBM untuk penggantiaannya
akan disesuaikan dengan kebijakan bagian keuangan Pusdiklat Teknis
Peradilan.

Apabila peserta tidak menyerahkan bukti perjalanan (tiket ekonomi pergi-
pulang dan boarding pass) dan bukti transportasi lainnya maka panitia tidak
dapat memberikan penggantian biaya transportasi peserta.

Peserta wajib memakai transportasi publik yang berbadan hukum jelas dan
dapat mengeluarkan tiket/karcis dalam bentuk print out (dicetak) berikut
nominalnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penggantian biaya transportasi peserta hanya dapat diberikan apabila
peserta berangkat dan kembali dari dan ke tempat tugas (perjalanan yang
langsung menuju ke tempat pelatihan dari dan ke tempat tugas).

Tiket atau bukti perjalanan lainnya oleh peserta dari tempat tugas ke
Pusdiklat Teknis MA Rl/tempat penyelenggaraan kegiatan atau sebaliknya
yang dapat diganti adalah maksimal 2 (dua) hari kalender sebelum
pelaksanaan kegiatan (check-in) dan 2 (dua) hari kalender setelah
pelaksanaan kegiatan pelatihan (check-out).

i. Apabila ....
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i. Apabila pada saat dilakukan validasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI
atau Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terdapat temuan
ketidaksesuaian nominal dalam Dokumen perjalanan Peserta, maka
kerugian yang timbul akan ditanggung oleh masing — masing peserta melalui
mekanisme yang telah ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atau
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

j- Biaya perjalanan dan akomodasi peserta ditanggung panitia penyelenggara
yang diambil dari Anggaran DIPA Badan Strategi Kebijakan dan Diklat
Kumdil MA RI Tahun Anggaran 2026.

k. Untuk keterangan khusus terkait mekanisme penggantian biaya perjalanan
dinas dapat menghubungi Saudara Dede Sukma Wijaya, S.H. — 0812 9260
1430.

11. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan c.q. Pusdiklat Teknis
Peradilan dalam memberikan pelayanan tidak menerima pemberian dalam
bentuk apapun, baik kepada perorangan maupun Lembaga. Apabila terdapat
penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui
sistem pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung RI,
http://siwas.mahkamahagung.go.id.

12. Berdasarkan Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
Nomor: 57/Tuaka Bin/M/V/2021, Tanggal 25 Mei 2021, Perihal: Revitalisasi
Penyelenggaraan Diklat pada Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung
RI (yang sekarang berganti nama menjadi Badan Strategi Kebijakan, Diklat
Hukum dan Peradilan), butir E mengenai Pengenaan Tindakan atas
Ketidakpatuhan dijelaskan bahwa jika terdapat Hakim dan Aparatur Peradilan
yang masih menolak mengikuti Diklat tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka perbuatan Hakim dan Aparatur Peradilan yang
demikian merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim (Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Rl dan Ketua Komisi
Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009) butir ke
10 berperilaku Profesional yang mewajibkan Hakim dan Aparatur Peradilan
untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta
berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja. Di mana jika tidak
bersedia mengikuti Pelatihan para Hakim dan Aparatur Peradilan diwajibkan
untuk melampirkan pernyataan bukti tidak bersedia dengan melampirkan
alasan bukti pendukung dan dikirimkan kepada Badan Strategi Kebijakan, Diklat
Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI yang selanjutnya akan diteruskan
kepada Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung RI serta Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Untuk...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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Untuk keterangan lebih lanjut dan ketidakhadiran peserta dapat menghubungi:

- Imanuella Lesilolo : 0852 8117 4994
- lka Lestari : 0812 8646 0018
- Fani Yunata : 0812 5490 1657 (Petugas Kelas)
- Suci Juniarti : 0821 2238 9197 (Petugas Kelas)

Atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

" Ditandatangani secara elektronik oleh :
~ . Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MARI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

Tembusan:

1.

2

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung RI

Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terkait

Bendahara Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI




LAMPIRAN I

Surat Pemanggilan Peserta Tambahan
Nomor :830/BSDK/DL1.6/VI/2026
Tanggal: 12 Juni 2026

DAFTAR NAMA PESERTA
PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL PANITERA/PANITERA PENGGANTI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA SELURUH INDONESIA
Mandiri E-learning, 15 s.d. 19 Juni 2026
Megamendung, 21 s.d. 27 Juni 2026

NO NAMA NIP SATUAN KERJA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. | Mulyati S.H., M.H. 197402091999032002 | PTUN Jakarta

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

2. | Dediek Budihartono S.H., M.H. 197309302000121001 | PTUN Surabaya

3. | Puiji Susiloningsih S.H., M.H. 197408242000122001 | PTUN Surabaya

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

4. | Muhammadin Nur Ain, S.H. 198903112012121002 | PTUN Mataram

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

5. | Tri Wahyu Permata Sari, S.H. 198707172006042001 | PTUN Padang

6. Ummiya Aslama Darma, S.H. 198410122009122004 | PTUN Padang

Ditandatangani secara elekironik oleh :
. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MARI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. ]




LAMPIRAN II

Surat Pemanggilan Peserta Tambahan
Nomor :830/BSDK/DL1.6/VI/2026
Tanggal: 12 Juni 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama PP PSPPSR
NIP L et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaieeeeeateeeeaaneeeeaateeeeannaeeeaannes
Jabatan e ———
Unit Kerfa @ oo

menyatakan tidak bersedia mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera
Pengganti Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia dengan alasan:

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan ........................ e, , 2026

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah

Agung RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. |=&F




LAMPIRAN III

Surat Pemanggilan Peserta Tambahan
Nomor :830/BSDK/DL1.6/VI/2026
Tanggal: 12 Juni 2026

JADWAL
PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL PANITERA/PANITERA PENGGANTI
PERADILAN TATA USAHA NEGARA SELURUH INDONESIA
Mandiri E-learning, 15 s.d. 19 Juni 2026
Megamendung, 21 s.d. 27 Juni 2026

TAHAP 1: BELAJAR MANDIRI MATERI E — LEARNING
NO | TANGGAL "‘(’c‘v'g)u MATERI DAN NARASUMBER
T |Senin, 15 109.00 - 10.30 | grientasi Kediklatan
Juni 2026 Narasumber:
- Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil
- Kepala Bid. Penyelenggaraan Diklat
Zoom Meeting
10.30-12.00 | Pre-Test
13.00 — 23.59 | Materi 1 Manajemen Peradilan
Pengajar Dirjen Badilmiltun
Materi 2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Panitera Pengganti
Pengajar Badan Pengawasan MA
2 Rabu, 17 07.00 — 23.59 | Materi 3 Administrasi Perkara dan Persidangan
Juni 2026 Secara Elektronik di Peradilan Tata
Usaha Negara
Pengajar Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H.
Materi 4 Hukum Acara Praktek Beracara di
Peradilan Tata Usaha Negara
Pengajar Dr. Tri Cahya Indra Permana, S.H., M.H.
3 Kamis, 18 07.00 — 23.59 | Materi 5 Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik di
Juni 2026 Persidangan
Pengajar Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H.
Materi 6 SIPP dan e-Court bagi Panitera
Pengganti
Pengajar Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.
4 Jumat, 18 07.00 — 23.59 | Materi 7 Teknik Pembuatan Berita Acara
Juni 2026 Sidang secara Elektronik dan secara
Konvensional
Pengajar Hj. Siti Rahmatia, S.H., M.H.
Materi 8 Bahasa Indonesia Hukum bagi
Panitera Pengganti
Pengajar Rini Adianti Ekoputranti

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. ]
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Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. ]

TAHAP Il - PEMBERIAN MATERI OLEH NARASUMBER SECARA KLASIKAL
NO | TANGGAL WAKTU JP MATERI DAN NARASUMBER
1 | Minggu, 21 14.00 — 19.00 | - Check in
Juni 2026 19.00 — 21.00 Makan Malam
2 | Senin 22 06.00 — 08.00 Sarapan
Juni 2026 08.00-08.45| 1 | PEMBUKAAN
1. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil
2. Penyelenggara Diklat
08.45 - 09.00 Rehat/Persiapan
09.00-11.45| 4 | Materi 2 Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Panitera Pengganti
Pengajar Kusman, S.IP., S.H., M.H.
11.45-12.00 Pop Kuis Materi 2
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00-14.30 | 4 | Materi 1 Manajemen Peradilan
Pengajar Dirjen Badilmiltun
Pendamping Dr. Syofyan Iskandar, S.H.,
M.H.
14.30 — 15.00 Rehat Kopi
15.00 - 16.15 Lanjutan Materi 1
16.15-16.30 Pop Kuis Materi 1
16.30 —........ Ishoma
3 | Selasa, 23 06.00 — 08.30 Sarapan
Juni 2026 08.30—-10.00 | 4 | Materi 3 Administrasi Perkara dan
Persidangan Secara
Elektronik di Peradilan Tata
Usaha Negara
Pengajar Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,
M.H.
10.00 — 10.30 Rehat Kopi
10.30 —11.45 Lanjutan Materi 3
11.45-12.00 Pop Kuis Materi 3
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00-14.30 | 4 | Materi 4 Hukum Acara dan Praktek
beracara di Peradilan Tata
Usaha Negara
Pengajar Dr. Tri Cahya Indra Permana,
S.H., M.H.
13.00 - 14.30 Rehat Kopi
14.30 — 16.15 Lanjutan Materi 4
16.15-16.30 Pop Kuis Materi 4
16.30 —........ Ishoma
4 | Rabu, 24 06.00 — 08.30 Sarapan
Juni 2026 08.30-10.00 | 4 | Materi 5 SIPP dan e-Court bagi
Panitera Pengganti
Pengajar Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.
10.00 - 10.30 Rehat Kopi
10.30 —11.45 Lanjutan Materi 5
11.45-12.00 Pop Kuis Materi 5
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00-14.30 | 4 | Materi 6 Teknik Pembuatan Berita
Acara Sidang Secara
Elektronik dan Secara
Konvensional
Pengajar Hj. Siti Rahmatiah, S.H., M.H.
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TAHAP Il - PEMBERIAN MATERI OLEH NARASUMBER SECARA KLASIKAL
NO | TANGGAL WAKTU JP MATERI DAN NARASUMBER
Pendamping Dr. Syofyan Iskandar, S.H.,
M.H.
14.30 — 15.00 Rehat Kopi
15.00 - 16.15 Lanjutan Materi 6
16.15 - 16.30 Pop Kuis Materi 6
16.30 —........ Ishoma
5 | Kamis, 25 06.00 — 08.30 Sarapan
Juni 2026 08.30-10.00 | 4 | Materi 7 Pemeriksaan Alat Bukti
Elektronik di Persidangan
Pengajar Dr Novy Dewi Cahyati, S.Si.,
S.H., M.H.
10.00 — 10.30 Rehat Kopi
10.30 — 11.45 Lanjutan Materi 7
11.45-12.00 Pop Kuis Materi 7
12.00 - 13.00 Ishoma
13.00-14.30 | 4 | Materi 8 Bahasa Indonesia Hukum
Bagi Panitera Pengganti
Pengajar Rini Adianti Ekoputranti
Pendamping Maria Fransiska Walintukan,
S.H., M.H.
14.30 — 15.00 Rehat Kopi
15.00 - 16.15 Lanjutan Materi 8
16.15-16.30 Pop Kuis Materi 8
16.30 —........ Ishoma
6 | Jumat, 26 06.00 — 08.00 Sarapan
Juni 2026 08.00-09.30 | 4 | Materi 9 Praktik Membuat Berita Acara
Sidang
Pengajar 1. Dr. Syofyan Iskandar, S.H.,
M.H.
2. Maria Fransiska Walintukan,
S.H., M.H.
09.30 - 10.00 Rehat Kopi
10.00 — 11.30 Lanjutan Materi 9
11.30-13.30 Ishoma
13.30 —14.15 | 1 | Ujian Komprehensif
14.15-15.00| 1 | Post Test
15.00 - 15.30 Rehat Kopi
15.30 - 16.15 Rapat Kelulusan
16.15-17.00 | 1 | PENUTUPAN
7 | Sabtu, 13 06.00 — 08.00 Sarapan
Juni 2026 08.00 - 12.00 Check out

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. ]

» Ditandatangani secara elekironik oleh :
-, Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MARI

Syamsul Arief
NIP. 197602241999031002
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